
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidang UU Pemasyarakatan Diujikan 
 

Jakarta, 7 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 

14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995) terhadap 

UUD 1945 pada Rabu (08/09), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Otto Cornelis Kaligis.  

Pada sidang sebelumnya (26/08), OC Kaligis menyampaikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Ia 

mengatakan bahwa pihaknya diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan remisi. 

Namun, upaya remisi ini terhalang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 

99/2012) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32/1999). 

Dalam permohonannya, OC menilai Pemerintah melalui PP 99/2012 mengabaikan amanah tujuan hukum 

(doelmatighrechts) mengenai pokok pikiran konsepstual pemasyarakatan yang telah ditegaskan sebagai 

landasan dasar hukum UU Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan umum, di 

antaranya mengabaikan fungsi pemidanaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial 

Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah menekankan pada unsur balas dendam khususnya pada tindak 

pidana tertentu yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pendekatan unsur balas dendam tersebut 

menunjukan pemerintah masih berpedoman pada ciri khas doktrin sistem pemenjaraan yang berlaku dalam 

hukum kolonial belanda. 

Menanggapi permohonan pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk 

mempertegas kedudukan hukumnya. Wahiduddin juga menasihati Pemohon agar memperjelas kerugian 

konstitusional yang dialami. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh meminta pemohon untuk 

menguraikan hak konstitusional yang dirugikan.  (EGA / MHM) 
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